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BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR o TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA
BARANG PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat
1 dan 2 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 5 ayat 3
huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna
Barat tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
/Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);






10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat Di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5561);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);












Menetapkan :

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
serta penyampaiannya;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

91. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  BUPATI MUNA BARAT TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
/PENGGUNA BARANG PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, selain
mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kedua, berkewajiban melakukan
Pemeriksaan Kas vang dikelola Bendahara Penerima dan
Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita Acara
Pemeriksaan Kas.

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selain
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kedua, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua, juga bertanggungjawab kepada
Bupati Muna Barat.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkanya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun
2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Laworo
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Tembusan : disampaikan kepada :
1. Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;

®NO YA WN

Kepala BPKAPD Kab. Muna Barat di Laworo;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha di Raha;
Kepala BRI Cabang Raha di Raha;

Kepala BPD Cabang Raha di Raha;

Kepala BNI Cabang Raha di Raha;

Masing-masing yang bersangkutan;

Pertinggal.
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